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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi perubahan prioritas Dana Desa (DD) di
Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran
2020, Penelitian ini dilatarbelakangi olch kurang terbukanya Pemenntah Desa Nusantara
dalam membenikan informasi kepada masyarakat terkait perubahan priontas Dana Desa
Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ihir Tahun anggaran 2020
Analisis transparansi menggunakan indikator transparansi menurut Kristianten Mctode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan melalu
observasi, wawancara, dan dokumentasi, Hasil penclitian ini menunjukan bahwa Pemenntah
Desa Nusnatara sudah melakukan transparansi terkait perubahan prionitas Dana Desa, tetap
masih terdapat beberapa transparansi yang belum dilakukan yaitu seperti pemberian informasi
melalui websire, media sosial, dan papan pengumuman desa. Selain itu Pemenntah Desa
Nusantara juga masih belum melakukan sosialisasi dan pemerian informasi sccara langsung
kepada masyarakat. Adapun saran penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Nusantara diharapkan
dapat mempertahankan aspek transparansi yang sudah dilakukan dan dapat melaksanakan
:‘spck transparansi yang masih belum dilakukan terkait perubahan prioritas Dana Desa
usantara.

Kata Kunci : Perubahan, Prioritas, Dana, Desa, Pemerintah, Nusantara.
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ABSTRACT

This study aims to determine the transparency of changes in Village l"!{"‘[ prioriies (71 D) _I'"
Nusantara Villuge, Air Sugthan District, Ogan Komering Hir Dustrict, Fiscal h:ur 2020. [us
rescarch was motvated by the lack of openness of the Nusantara Village ( ;m‘crlnnu'nl m
providing iformation to the public regarding changes mn the priorifies .n/ the Amun{ur{u
Village lund, Awr Sugihan District. Ogan Komermg lir Regency l-:.\'cal‘ year 202 .).
Transparency analysis uses transparency indicators according to Kristianten. The rescun;l
method used 1s a qualitative research method. The techmque of collecting s through
observation, interviews, and documentation. The results of this study mdlcmc'lhut the
Nusnatara Village Government has made transparency regarding changes in lhe_ priorities of
the Village FFund, but there are still some transparency that have not been carried out, such
as providing information through the website, social media, and village bulletin boards. In
addiion, the Nusantara Village Government has not yet carried out socialization and
information distribution directly to the community. The suggestions for this research are that
the Nusantara Village Government is expected to maintain the iransparency aspect that has
been carried owt and can implement the transparency aspect that has not been carried out
regardmg changes to the Nusantara Village I'und priority.

Keywords: Change, Priority, Fund, Village, Government, Nusantara.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran adalah suatu alat yang digunakan dalam merencanakan dan mengontrol
keuangan suatu organsisasi. Dalam penyusunan anggaran dilakukan secara terstruktur.
Anggaran negara dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit yaitu
rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satuan tahun anggaran, sedangkan dalam arti
luas yaitu jangka waktu (proses) anggaran pada saat direncanakan, dilaksanakan, dan di

akhirnya dipertanggungjawabkan (Renyowijoyo, 2008:221).

Menurut Munandar dalam Hanum (2011:2) “anggaran merupakan rencana yang
disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam
suatu unit moneter dan berlaku untuk priode tertentu yang akan datang”. Mardiasmo
(2009:78) mengemukakan karakteristik anggaran bahwa “di dalam anggaran dapat
dilakukan suatu perubahan jika terjadi kondisi tertentu”. Berdasarkan beberapa definisi
tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu alat perencanaan atau suatu
rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan dalam organisasi yang
dinyatakan dalam satuan uang dan berlaku untuk periode tertentu, dan suatu anggaran dapat

diubah jika terjadi kondisi tertentu atau tidak biasa.

Anggaran dalam prosesnya memiliki suatu tahapan yang disebut dengan siklus
anggaran. Menurut Mardiasmo (2009:70) dalam Tamasoleng (2015:4) siklus anggaran
terdiri dari empat tahap yaitu, tahap persiapan anggaran (preparation), tahap ratifikasi
anggaran (ratification), tahap pelaksanaan anggaran (approval), dan tahap pelaporan dan

evaluasi anggaran (reporting dan evaluation).



a. Tahap Persiapan Anggaran (Preparation) dalam tahap ini dilakukan taksiran terkait

pengeluaran berdasarkan pendapatan yang tersedia.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran (ratification), dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus
mempunyai kemampuan memberikan jawaban dan argumentasi yang logis pada setiap

pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran (approval), dalam tahap ini yang paling penting adalah
harus memiliki suatu sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.
Manajer keuangan publik dalam tahap ini bertanggung jawab untuk membuat sistem
akuntansi yang memadai dan handal dalam perencanaan dan pengendalian anggaran
yang telah disepakat, serta dapat digunakan untuk tahap penyusunan anggaran periode

selanjutnya.

d. Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting dan evaluation), tahap pelaporan dan evaluasi
ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap pelaksanaan anggaran telah didukung
dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka

diharapkan pada tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemukan banyak kendala.

Desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat atas dasar hukum yang mempunyai
batasan wilayah dan memiliki suatu wewenang untuk mengatur dan mengurus berjalannya
penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mulai dari tahun 2015

Desa mempunyai anggaran baru, yaitu Dana Desa.

Dana Desa merupakan suatu anggaran yang asal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola anggaran berupa Dana Desa yang akan



diberikan secara bertahap. Kriteria jumlah Dana Desa yang dibagikan dilihat dari empat
faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan letak geografis. Dari
definisi tersebut dapat diartikan jika setiap desa akan mendapatkan jumlah anggaran yang
berbeda sesuai dengan empat faktor tersebut. Dalam penjelasan pasal 72 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang dikhususkan bagi Desa dan Desa Adat
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020, terdapat 21 contoh prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yaitu Pelaksanaan
pembangunan desa dengan pola padat karya tunai desa, Pencegahan gizi kronis (stunting),
Pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI), Pelaksanaan keamanan
pangan di desa, Pelayanan pendidikan bagi anak, Pengembangan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga, Pencegahaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,
Pembelajaran dan pelatihan kerja, Pengembangan desa inklusi, Pengembangan produk
unggul desa/kawasan perdesaan, Pembentukan dan pengembangan BUMDes/BUMDes
bersama, Pembangunan dan pengelolaan pasar di desa, Pembangunan lembung desa
terpadu, Pengembangan wisata desa, Pendayagunaan SDA dan teknologi tepat guna,
Pengendalian perubahan iklim dengan migrasi dan adaptasi, Pencegahan dan penanganan

bencana alam dan nonalam, Tanggap darurat bencana alam dan nonalam, Sistem informasi



desa, Pengembangan transparansi informasi pembangunan desa, Pemberdayaan hukum di

desa.

Tahun 2020 terjadi perubahan prioritas Dana Desa yang diakibatkan oleh pandemi
COVID-19. Dana Desa yang sebelumnya diprioritaskan untuk pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Perubahan
prioritas tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020 yang terdapat penambahan pada lampiran contoh-contoh prioritas penggunaan Dana
Desa bagian pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau non alam untuk

penanggulangan pandemi COVID-19.

Perubahan prioritas Dana Desa (DD) tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Pasal 32 Ayat 1A Nomor 40 /PMK.07/2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK.07/2019 Tentang
Pengelolaan Dana Desa, yang berbunyi: “Prioritas pelaksanaan Dana Desa sebagaimana
pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas

pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), antara lain yaitu berupa:

a. Kegiatan menangani pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); dan

b. Jaring pengamanan sosial disetiap Desa”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penanggulangan
COVID-19 mengakibatkan terjadinya perubahan prioritas Dana Desa yang diprioritaskan
untuk kegiatan penanggulangan COVID-19. Kemudian dalam suatu pemerintahan proses

yang berkaitan dengan anggaran termasuk perubahan anggaran harus disampaikan kepada



masyarakat atau semua pihak yang berkepentingan. Sehingga terjadi keterbukaan atau
transparansi antara pemerintah dengan masyarakat dan dapat menjadi salah satu langkah

terlaksananya good governance/tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan
Jabatan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa good governance adalah
“kepemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas,
akuntabilitas, transparansi, pelayanan, prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi
hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Good Governance juga diartikan
sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan pengambil
keputusan atau kebijakan terhadap berbagai bentuk kegiatan perekonomian, sosial politik
dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti SDA, keuangan dan manusia bagi
kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas, keadilan, pemerataan,

persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas UNDP 1999 (dalam Ali, 2016:180)

Transparansi merupakan salah satu asas yang terdapat dalam Good Governance.
Menurut Piotrwsky (2007) dalam Dwiyanto (2011:241) menjelaskan bahwa transparansi
dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan apa yang
terjadi didalam suatu organisasi sektor publik melalui pertemuan terbuka, pemberian akses
pada dokumen, publikasi informasi melalui website secara berkala, perlindungan terhadap

whistleblowers dan bahkan dengan pembocoran informasi secara ilegal.

Transparansi anggaran merupakan suatu keterbukaan yang menyeluruh mengenai
informasi yang terkait dengan anggaran. Berdasarkan definisi tersebut, transparansi dapat
diartikan sebagai sebuah proses dimana pemerintah menyediakan, membuka akses, dan
menyebarkan informasi terkait anggaran mulai dari penyusunan, pelaksanaan, perubahan

maupun pada saat pertanggungjawaban. Selain mengenai ketersediaan, aksesibilitas dan



publikasi dokumen transparansi juga termasuk dalam keterbukaan proses, yaitu adanya
keterlibatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan haknya untuk
menghadiri, memantau, dan memberikan masukan dalam proses perencanaan,
pembahasan, perubahan, pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi hingga
pertanggungjawaban anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa diwajibkan untuk

menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi perubahan
prioritas Dana Desa (DD) adalah bagaimana mengubah susunan anggaran Dana Desa
berdasarkan skala prioritas kepentingan di desa dan disampaikan kepada yang berwenang,
serta pemerintah diharuskan menyampaikan informasi mengenai perubahan prioritas Dana

Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

Menurut Mardiasmo (2003) dalam Julita (2020:5) menyebutkan bahwa karakteristik

transparansi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran. Pengumuman kebijakan anggaran tersebut
dapat melalui media online maupun media cetak. Pengumuman dalam bentuk media
online dapat berupa informasi yang diberikan melalui media sosial dan pengumuman
dalam bentuk media cetak dapat berupa cetakan kertas yang berisikan informasi-

informasi.

2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, adanya dokumen anggaran harus
dipersiapkan oleh pemerintah desa secara jelas dan harus mudah didapat oleh semua

pihak dan masyarakat.

3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Pemerintah desa harus

menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.



4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat. Dalam proses pengambilan keputusan
pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dan menampung semua pendapat yang

diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada masyarakat. Sistem pemberian informasi
kepada masyarakat adalah suatu sarana dan prasarana yang dapat memudahkan
masyarakat dalam memperoleh informasi, yaitu dapat dilakukan secara online seperti
adanya website pemerintahan desa yang lengkapi dengan informasi-informasi dan

secara manual dengan langsung datang ke kantor desa.

lima karakteristik tersebut dapat digunakan oleh pemerintah desa dalam upaya

melakukan keterbukaan atau transparansi kepada masyarakat.

Perubahan prioritas Dana Desa (DD) dalam pelaksanaannya harus disampaikan dan
secara transparan/terbuka terhadap publik, yaitu masyarakat. Keterbukaan informasi
mengenai perubahan prioritas Dana Desa merupakan hal yang sangat penting. Hal ini
karena dengan adanya keterbukaan informasi tersebut dapat meningkatkan tingkat
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, selain itu masyarakat dapat mengontrol
dan mengawasi serta ikut memberikan saran atau pendapat dalam perubahan prioritas dana
desa tersebut. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut dapat meminimalisir terjadi

penyelewengan dana desa.

Desa Nusantara merupakan salah satu desa di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan
Komering Ilir yang melakukan perubahan prioritas Dana Desa dalam rangka
menanggulangi COVID-19, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Nomor 09
Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Nusantara Tahun

Anggaran 2020, sebagai landasan hukum dalam melakukan perubahan prioritas dana desa



di Desa Nusantara Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh

pemerintah.

Perubahan prioritas Dana Desa (DD) yang terjadi di Desa Nusantara Kecamatan Air
Sugihan Kabupaten Ogan Komering ilir dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti
pada tanggal, 21-22 Desember 2020 di Kantor Desa Nusantara sangat minim keterbukaan
informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa mengenai perubahan prioritas Dana Desa
(DD) kepada masyarakat, karena tidak adanya publikasi ataupun informasi yang diberikan
oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai adanya perubahan prioritas Dana
Desa (DD) tersebut. Berikut adalah gambar papan pengumuman di Desa Nusantara

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Sumber: Dari Kantor Kepala Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan OKI
Gambar 1.1 Papan Pengumuman di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir



Berdasarkan gambar papan pengumuman di kantor desa tersebut dapat dilihat bahwa
tidak ada pemberian informasi dan publikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa
mengenai perubahan prioritas Dana Desa (DD) di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan

Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Go g]e web desa nusantama air sugihan . 8 C 15 “

Sekolah Kita
(10600440) SDN 1 NUSANTARA Jalur 27 Desa Nusantara,
Nusantara, Kec. Air Sugihan, Kab. Ogan Komering Ilir Prov
Sumatera Selatan (master referensi)

ing: web | Must inc

ited this page or

IR /it wakip eckia org  Wik) + Misa w Trandate s page
Nusantara, Air Sugihan, Ogan Komering llir - Wikipedia

Artikel bertopik kelurahan atau desa di Indonesia ini adalah
sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan
mengembangkannya

Missing: web | Must include: web

htp /i eposworyradenfatah acid

BAB |l DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN Letak Geografis

Sebela Utara berbatasan dengan Desa Nusantara Kecamatan
Air Sugihan ... Sumber Buku Profil Desa/ Kelurahan
Kabupaten Ogan Komering llir Tahun 2012

i /ireposiiory unsr. o fd
STUDI KASUS ALIH FUNGSI LAHAN DI DESA NUS

NUSANTARA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR ... Desa Nusantara merupakan salah satu
desa di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan .. Internet
(situs berita dan website mengenai hukum). 5. Teknik

hittp //opp sdimi Kk aTk ez go.id + info ¥ Trandate ez page
air sugihan jalur 25 - informasi SDM Kesehatan Nasional

Data Fasyankes AIR SUGIHAN JALUR 25 ... Do you own this
website? . Struktural 1; Dukungan Manajemen 4; Pendidikan
dan Pelatihan 0; Nusantara Sehat 4

Sumber : situs internet google
Gambar 1.2 Hasil Penelusuran Website Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat dilihat bahwa untuk informasi yang
diberikan melalui website, dari hasil penelusuran tidak ditemukan website Desa Nusantara
Kecamatan Air Sugihan dan informasi mengenai perubahan prioritas Dana Desa yang
tertera pada hasil penelusuran. Kemudian informasi dan publikasi melalui media sosial

(Facebook) dari hasil penelusuran hanya ditemukan satu akun media sosial Desa Nusantara



10

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berikut gambar hasil penelusuran

media sosial (Facebook):

Desa Nusantars Kec. Air Sugihinn Kab Oki

l. -
” Desa Nusantara Kec Alr Sugihan Kab Okl (b

[] Simpan

J0omng menyukat ini

Temang 2 nkan Pengedaitar
9 Hanyn untuk Bersena ngeena hg

© Transparansi Halaman
fnqet K mnaeng st nformmpe un ik msrsianio Anits AT | IR0 Hie man deng M bas Lt tndakan ywng d el a el orsg v

Sumber : situs media sosial facebook
Gambar 1. 3 Hasil Penelusuran Media Sosial (Facebook) Desa Nusantara Kecamatan
Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada media sosial Facebook Desa
Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak ada publikasi atau
informasi mengenai perubahan prioritas Dana Desa. Sehingga dengan permasalahan
berikut rawan terjadi pemotongan atau penggelapan Dana Desa pada saat terjadi perubahan
anggaran. Berdasarkan das sollen suatu pemerintahan memiliki kewajiban melakukan
keterbukaan atau transparansi mengenai perubahan prioritas Dana Desa, tetapi di Desa
Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih minim
keterbukaan. Desa Nusantara memiliki media sosial facebook, tetapi tidak digunakan

untuk memberikan informasi mengenai perubahan Dana Desa.
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Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Transparansi Perubahan Prioritas Dana Desa (DD) di Desa Nusantara Kecamatan

Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini
adalah “Bagaimana Transparansi Perubahan Prioritas Dana Desa (DD) di Desa Nusantara

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas,
penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui Transparansi Perubahan Prioritas Dana Desa
(DD) Di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun

Anggaran 2020”.

D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diberikan ada 2 macam, yaitu manfaat secara

teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang

IImu Administrasi Publik, khususnya dibidang Keuangan Negara.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk referensi kepala desa dalam

memberikan transparansi anggaran Dana Desa kepada masyarakat.
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